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BABIV 


PENUTUl' 


l.5impulan 

a. Penyidikan rmdak Pidana Terorisme mon&g1lDakan UU No.11PrP12002 sebagai dasat 

hukum yang digunakan oleh penyidik. dalam UU No.1IPrPI2002 sendiri masih mengacu 

beberapa pasal yang memiliki ketentuan yang sama dengun KUHAP seperti balaya alat 

bukti, palla pasal 27 UU NQ.IIPrPI2002 huruf a yang men&g1iDakan alat bukti dalam 

pasal 184 KUHAP sebagai ala! bukti, sdapun salah satu pembeda adalah palla KUHAP 

penangkapan dengan bukti .walI pennulaan palla s<orang tersongka "banyan 1><24 jam 

sedangkan palla UU No.IIPrPI2002 penangkapan dengan bukti .wal memiliki jangka 

waktu 7x 24 jam. 

Dalam penyidikan tindak pidana !eroTism. dopa! digunakan bukti pennulaan 

yang ditemukan oloh intelijen atau didasari laporan intelijen, dan laporan intelijen 

tersehut dapat digunakan sebagai bukti pennulaan apabila telah mendapat penetapan dan 

Ketua Pengadilan Negerl. Ala! bukti lain yang dipergtmakan di dalam pet1yidikan tindak 

pidana terorisme sdalah dengun alai-ala! bukti berupo informasi yang diucapkan, 

dildrimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengun alat april< alau yang serupa 

dengun itu, dan juga data, rebman. atau informasi yang dapat dilihat, dibaoa, danlatau 

didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau taupo bantuan suara sarona, bail: yang 

tenuang di alas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang tet1:kam secara 

elekttonik, dan hal tersebut bahwa alat bukti yang digtmaka. dakun tindak pidaua 

terorisme lebib banyak dan lUllS danpalla KUHAP dan kejahatan konvensional palla 
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umumnya. Pengaturan penyidikan pada UU No.IIPrP12002 lebih lengkap dan modem 

dari pengaturan yang ada pada KUHAP. baI ini wajar adanya Iwena terorisme adaIah 

suatu jenis kejahaum ham sehingga diperlukan piranti hulrum yang aesuai sedangkan 

KUHAP adaIah sebuah piranti hukum kODVensionai. narnUl'l tetap pengaturannya adaIah 

apabila tidak di.tur di Undang-Undang tersebut maka pengaturannya akan digunakan 

dalarn KUHAP. 

b. Kendala dan hambatan yang dibadapi oleh penyidik yairu : 

1. Harnbatan aturan hukum. penyidik tetap menjalankan sesuai koridor hukum walau 

terdapat pro-kontta terdapat UU No.liPrPI2002 

2. Harahatan pada teknnlogi penyidikan aIat bukti. dapot diatasi dcngan adanya 

kerjosama dati hcrbagai pihak. 

3. Hambatan peron serta masyarakat yaitu belurn maksimalnya konstribusi !ll8S}nlkat 

pada permasalahan ini. 

4. Harnbatan pengungkapan jaringan terorisme yaitu luasnya jarinllan terotisme yang 

dlperompamakon dangan gerak bola tanah 

5. Harnbatan i:arena campur tangan Negam lain yaitu adanya kepentingan politik tetapi 

dapay diatasi dangan ketjasama antar Negam balk se<:ar biIatend atau multilatetal 

6. Harnbatan k=ampuan penyidik yaitu lrurangnya tingkat kemarnpuan para penyidik 

Iwena kurangnya pengalaman dan behlm ada pelatihan yang memadai. 

l.S-ran 

Dati hcrbagai kesimpulan yang ada dilllaS maka sanm saya adalah sehagai berikut : 

a Petlu melakukon amandemen atau revisi lerbadap ketem"•• poda UU No.lIPrPI2002 

yang menyanglru! telltang laponm imelijen, besertz starvlarisasinya untuk menghindari 
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I. 

adanya pro-kODtta lebih lanjut tennama dalam masalah bukti pennulaan yang didapat 

dan I.poran intelijen. seperti standarisasi I.poron intelijen rnaupun kewenangannya, 

juga permasalahan penyadapen yang dopat dilalrukan oleh penyidik kewenangannya 

baros diatur diatur Iebih Ianjut agar tidak terjadi penyalahgunaan Kekua...n di 

kemudian bari, kedua hal ini sebarosnya <lapat diatur di dalam suatll Peraturan 

Perundang·undaagan yang tetpisah dan diatur secara te1Sendiri. 

b Meningkatkan kemampuan penyidik dan profesionalitasny. deogan cora membcrikan 

pelatihan-pelatihan tentang terorism., memberi pengetahuan tentang jaringan terarism. 

InternaSionaI, dan memberi pendidikan anti t=r seperti menjinaldcan hom. 

pembebasan sandera, dan hal lainnya untuk mengantisipasi ancaman terorisme agar 

menghasilkan penyidik yang professional dan handaI agar meoghasilkan penyidikan 

yang maksimaI dan mendapatkan bukti dan penyidikan berupa faIcta-fakta yang oyata 

agar meoumbuhkan rasa pereaya masyarakat sehingga dapat meningkatkan peron serta 

masyaraket 

c. 	 Meningkatkan kerjasama dengan Negara-negara lain seperti kerjasama bidang 

intelijen. kepolislan dan kerjasama teknis lainnya daIam rangka penyidikan, 

pengungkapan dan pemberantasanjaringan terorisme dengan kerjasama secara bilateral 

ataupun kerjasama secora multilateral. 
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